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KATA PENGANTAR 
 
Karya ilmiah ini merupakan hasil penelitian untuk pengembangan ilmu hukum, 
khususnya hukum pidana khusus, yaitu mengidentifikasi dan menganalisis mengenai 
pengaturan tindak pidana pendanaan terorisme sebelum dan sesudah berlakunya 
Undang-Undang pencegahan dan pemberantasan  tindak pidana pendanaan terorisme 
dengan mengkaji Putusan No.113/PID/2013/PT.DKI. dan Putusan No. 
629/PID/Sus/2014/PN.JKT.TIM. Adapun permasalahan yang disorot dalam 
penelitian ini yaitu bagaimana pengaturan pencegahan dan pemberantasan tindak 
pidana pendanaan terorisme sebelum dan sesudah berlakunya  Undang-Undang  
Nomor  9 Tahun 2013 tentang Pencegahan dan Pemberantasan Tindak Pidana 
Pendanaan Terorisme dengan mengkaji terhadap Putusan No.113/PID/2013/PT.DKI. 
dan Putusan No. 629/PID/Sus/2014/PN.JKT.TIM. 
Peraturan yang berkaitan dengan pencegahan dan pemberantasan tindak pidana 
pendanaan terorisme terdapat pada Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2003 tentang 
Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2002 
tentang Pemberantasan Tindak Pidana Terorisme, Undang-Undang No. 6 Tahun 2006 
tentang pengesahan International Convention for the Suppression of the Financing of 
Terrorism 1999 dan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2010 tentang Pencegahan dan 
Pemberantasan Tindak Pidana Pencucian Uang serta Peraturan Khususnya yaitu 
Undang-Undang  Nomor  9 Tahun 2013 tentang Pencegahan dan Pemberantasan 
Tindak Pidana Pendanaan Terorisme.  
Dengan bahan peraturan perundang-undangan di atas penulis akan mengupas 
mengenai rumusan masalah yang selanjutnya menjadi temuan penulis dalam skripsi 
ini yang rumusannya yaitu bagaimana pengaturan pencegahan dan pemberantasan 
tindak pidana pendanaan terorisme sebelum dan sesudah berlakunya  Undang-
Undang  Nomor  9 Tahun 2013 tentang Pencegahan dan Pemberantasan Tindak 
Pidana Pendanaan Terorisme dengan melakukan kajian terhadap Putusan 
No.113/PID/2013/PT.DKI. dan Putusan No. 629/PID/Sus/2014/PN.JKT.TIM. 
sehingga dapat mengidentifikasi dan menganalisis mengenai pengaturan tindak 
pidana pendanaan terorisme sebelum dan sesudah berlakunya Undang-Undang 
pencegahan dan pemberantasan  tindak pidana pendanaan terorisme. Dalam hukum 
pidana, terorisme memiliki banyak aspek dan perbedaan dalam banyak hal dari 
bentuk kriminalitas biasa. Indonesia sendiri telah menyadari akan bahaya terorisme. 
Sejalan dengan kian meningkatnya modus, senjata teroris dan target yang dituju, pada 
tataran internasional telah lahir satu komitmen internasional untuk melakukan perang 
global melawan terorisme. Karena itulah, maka pemerintah berupaya membuat 
Undang-Undang (UU) khusus yang mengatur terorisme yaitu Undang-Undang  
Nomor  9 Tahun 2013 tentang Pencegahan dan Pemberantasan Tindak Pidana 
Pendanaan Terorisme. Upaya untuk memerangi terorisme, perlu memotong jaringan 
keuangan yang digunakan untuk melakukan kejahatan terorisme. Upaya yang 
dilakukan dalam  rangka untuk memerangi terorisme bukan hanya dengan 
mengkriminalisasi perbuatan teror yang dilakukan oleh para teroris, tetapi juga 
mengkriminalisasi kegiatan pendanaan/pembiayaan terorisme kepada para teroris. 
Oleh karena itu, perang terhadap pendanaan terorisme merupakan langkah yang 
penting dalam memerangi terorisme  itu sendiri. Karena, apapun rencana jahat para 
teroris itu tidak akan terlaksana dengan baik tanpa adanya dukungan dana.  
Berdasarkan hal tersebut, maka penulis memilih fokus penelitian pengaturan 
pencegahan dan pemberantasan tindak pidana pendanaan terorisme dalam prespektif 
hukum pidana hal ini dilakukan dengan menggali konsep hukum dalam menganalisis 
pengaturan pencegahan dan pemberantasan tindak pidana pendanaan terorisme 
sebelum dan sesudah berlakunya  Undang-Undang  Nomor  9 Tahun 2013 tentang 
Pencegahan dan Pemberantasan Tindak Pidana Pendanaan Terorisme. 
Penulis berharap semoga penelitian ini dapat berguna dan bermanfaat bagi 
perkembangan Ilmu Hukum.                                                                                      
Salatiga, 27 Januari 2017 
                                                                                Ni Luh Putu Annisa Virta Artana 
ABSTRAK 
 
PENGATURAN PIDANA PENDANAAN TERORISME SEBELUM DAN SESUDAH BERLAKUNYA 
UNDANG-UNDANG NOMOR  9 TAHUN 2013 TENTANG PENCEGAHAN DAN 
PEMBERANTASAN TINDAK PIDANA PENDANAAN TERORISME 
 
Oleh  
Ni Luh Putu Annisa Virta Artana 
 
Pendanaan terorisme merupakan suatu tindakan penyediaan dukungan 
keuangan untuk terorisme baik  bagi yang memfasilitasi, merencanakan atau  
melakukan terorisme. Upaya yang dilakukan dalam  rangka untuk memerangi 
terorisme bukan hanya dengan mengkriminalisasi perbuatan teror yang dilakukan 
oleh para teroris, tetapi juga mengkriminalisasi kegiatan pendanaan/pembiayaan 
terorisme kepada para teroris. Undang – undang nomor 9 tahun 2013 tentang 
pencegahan dan pemberantasan tindak pidana pendanaan terorisme menjadi salah 
satu peraturan yang mengkriminalisi pendanaan terorisme. Beberapa pasal dalam 
undang – undang ini mengatur mengenai perbuatan – perbuatan yang termasuk dalam 
tindak pidana pendanaan terorisme. Selain peraturan ini, beberapa peraturan lain juga 
mengatur mengenai pendanaan terorisme. Rumusan masalah yang digunakan dari 
penelitian ini adalah pengaturan pencegahan dan pemberantasan tindak pidana 
pendanaan terorisme sebelum dan sesudah berlakunya  Undang-Undang  Nomor  9 
Tahun 2013 tentang Pencegahan dan Pemberantasan Tindak Pidana Pendanaan 
Terorisme dengan mengkaji terhadap Putusan No.113/PID/2013/PT.DKI. dan 
Putusan No. 629/PID/Sus/2014/PN.JKT.TIM. Dalam penulisan penelitian ini, metode 
yang digunakan adalah metode yuridis normatif dengan mengkaji secara sistematika 
norma dan aturan hukum tentang tindak pidana pendanaan terorisme. Jika ditinjau 
dari Undang – Undang Nomor 9 Tahun 2013, perbuatan yang termasuk tindak pidana 
pendanaan terorisme diatur dalam Pasal 4, 5, dan 6 yaitu dengan sengaja 
menyediakan, mengumpulkan, memberikan, atau meminjamkan dana, serta 
melakukan percobaan, permufakatan jahat, pembantuan, merencanakan, 
mengorganisasikan, atau menggerakkan orang lain untuk melakukan pendanaan 
terorisme.  
 









LEMBAR PERSETUJUAN ..........................................................................  i 
LEMBAR PENGUJIAN ................................................................................  ii 
LEMBAR HASIL UJIAN SKRIPSI ............................................................  iii  
LEMBAR HASIL UJIAN SKRIPSI ............................................................  iv 
LEMBAR HASIL UJIAN SKRIPSI ............................................................  v 
PERNYATAAN ORISINALITAS SKRIPSI   .............................................  vi 
UCAPAN TERIMA KASIH   .......................................................................  vii 
KATA PENGANTAR   ..................................................................................  ix 
DAFTAR ISI   .................................................................................................  xi 
DAFTAR PERATURAN   .............................................................................  xiii 
DAFTAR LAMPIRAN   ................................................................................  xiv 
ABSTRAK   ....................................................................................................  xv 
 
BAB I  PENDAHULUAN  ...........................................................................  1 
 
A. Latar Belakang Masalah  ............................................................................  1 
B.  Rumusan Masalah  ...............................................................................  11 
C. Tujuan Penelitian  ................................................................................  12 
D. Manfaat Penelitian  ..............................................................................  12 
E. Metode Penelitian ................................................................................  13 
F. Sistematika Penulisan  .........................................................................  17 
 
BAB II  TINJAUAN PUSTAKA DAN PEMBAHASAN  ..........................  19 
 
A.  Tinjauan Pustaka ..................................................................................  19 
  1.  Tinjauan Mengenai Pengertian Terorisme ......................................  19 
  2.  Tinjauan Mengenai Pengertian Pendanaan Terorisme  ...................  30 
  3.  Motif dan Bentuk Pendanaan Terorisme ........................................  33 
4.  Pengaturan Sebelum dan Sesudah berlakunya Undang-Undang   
  Nomor  9 Tahun 2013 tentang Pencegahan dan Pemberantasan  
     Tindak Pidana Pendanaan Terorisme  .............................................  35 
   
B.     Pembahasan  .........................................................................................  40 
 1.  Analisis Undang – Undang  ............................................................       40 
  2.  Analisis Putusan Perkara .................................................................  44 
 
BAB III PENUTUP ........................................................................................  53 
       Kesimpulan .....................................................................................  53 
 
DAFTAR PUSTAKA  ....................................................................................  56 
LAMPIRAN  ...................................................................................................  60 
 
